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KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800/SK-32/DP3A-I/X1/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINISI KALIMANTAN TIMUR
DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan
kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras
dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap
penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan
Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Menetapkan
KESATU

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

Peraturan  Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi
Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lempiran keputusan
ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi produk/jenis

pelayanan :

1. Fasilitasi Pelayanan Permohonan Informasi (Sekretariat)

2. Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Narasumber (Sekretariat)

3. Fasilitasi Pelayanan Penyusunan GAB dan GBS melalui Klik Sigen

(Bidang KHP)

Fasilitasi Pelayanan PUSPAGA Ruhui Rahayu (Bidang PHA & KK)

Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Data SIMFONI PPA (Bidang PP &

PKA)

Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)

Fasilitasi Pelayanan Penjangkauan Korban (UPTD PPA)

Fasilitasi Pelayanan Pendampingan Korban (UPTD PPA)

Fasilitasi Pelayanan Mediasi (UPTD PPA)

10 Fasilitasi Pelayanan Rumah Perlindungan (UPTD PPA)

11.Fasilitasi Layanan kesehatan (UPTD PPA)

12.Fasilitasi Layanan Psikologi (UPTD PPA)

13.Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan sosial,
Reintergrasi sosial (UPTD PPA)

14.Fasilitasi layanan pendampingan hukum (UPTD PPA)

15.Fasilitasi Pelayanan penyandang disabilitas (UPTD PPA)

16.Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak
Korban dengan Lembaga lainnya (UPTD PPA)

17.Fasilitasi Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi (UPTD PPA)
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Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat
Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 November 2025

Kepala Dinas

Hj. Noryani Sorayalita, SE., MMT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651215 198601 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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JANJI PELAYANAN

“Melayani dengan HATI ( Handal, Akuntabel, Transparan dan Inovatif)

MOTTO

“Perempuan Berdaya, Berkarya, Bersama Lindungi Anak Menuju Kaltim Generasi
Emas.”

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah di tetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak
mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”



JENIS PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO | JENIS PELAYANAN
1 | Fasilitasi Pelayanan Informasi PPID (Sekretariat)
2 | Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Narasumber (Sekretariat)
3 | Fasilitasi Pelayanan Penyusunan GAB dan GBS melalui Klik Sigen (Bidang KHP)
4 | Fasilitasi Pelayanan PUSPAGA Ruhui Rahayu (Bidang PHA & KK)
5 | Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Data SIMFONI PPA (Bidang PP & PKA)
6 | Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)
7 | Fasilitasi Pelayanan Penjangkauan Korban (UPTD PPA)
8 | Fasilitasi Pelayanan Pendampingan Korban (UPTD PPA)
9 | Fasilitasi Pelayanan Mediasi (UPTD PPA)
10 | Fasilitasi Pelayanan Rumah Perlindungan (UPTD PPA)
11 | Fasilitasi Layanan kesehatan (UPTD PPA)
12 Fasilitasi Layanan Psikologi (UPTD PPA)
13 Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan sosial, Reintergrasi sosial
(UPTD PPA)
14 Fasilitasi layanan pendampingan hukum (UPTD PPA)
15 | Fasilitasi Pelayanan penyandang disabilitas (UPTD PPA)
16 Mgngkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga
lainnya (UPTD PPA)
17 | Fasilitasi Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi (UPTD PPA)




KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Fasilitasi Pelayanan Informasi PPID (Sekretariat)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT . | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
DAERAH Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN . | Layanan Informasi PPID
1. PERSYARATAN : | 1. Membawa surat Informasi PPID
Membawa identitas pribadi
Utusan dari Instansi/Lembaga yang jelas
2. SISTEM, : | 1. Pemohon datang langsung disertai surat tertulis
MEKANISME, DAN secara resmi menyampaikan Informasi PPID
PROSEDUR Petugas menerima surat permohonan
Petugas mengidentifikasi isi surat permohonan
4. Petugas mengarahkan permohonan tersebut
berdasarkan bidang yang menangani informasi
tersebut
5. Setelah informasi yang dibutuhkan tersedia
maka informasi tersebut dapat langsung
diterima pemohon.
3. JANGKA WAKTU . | Administrasi: 10 Menit
PELAYANAN Konsultasi: 1-2 jam (sesuai materi konsultasi)
4. BIAYA/TARIF . | Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK 1. Informasi, Program dan Kegiatan Bidang
PELAYANAN 2. Data Kekerasan dari Aplikasi Simfoni
3. Data Kependudukan
4. Informasi yang berhubungan dengan masalah
kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. PENANGANAN, .| 1. Datang Langsung;
PENGADUAN, Email : dkp3a@kaltimprov.go.id
Website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id



mailto:dkp3akaltim1@gmail.com
http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id/

SARAN DAN
MASUKAN

4. Telepon : (0541) 747481

Proses Pengelolaan Pel

ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43
Tahun 2009 Tentang Kerasipan;

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun
2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan
Informasi  Publik dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman
Layanan Informasi  Publik  Dilingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS

Ruang Pelayanan Publik
Kursi Tamu

Meja Pelayanan

Ruang Tunggu

Kotak penilaian kepuasan

© g k wh PR
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3. KOMPETENSI
PELAKSANA

1. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah
dan santun
Mengetahui informasi bidang sesuai tupoksi
Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan
peraturan perundang undangan terkait informasi
yang dibutuhkan oleh pemohon

4. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan
peraturan perundang undangan terkait informasi

yang dibutuhkan oleh pemohon

4. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan secara berkala oleh

INTERNAL pengawas internal pelayanan publik

5. JUMLAH Tim sebagaimana tercantum dalam surat keputusan
PELAKSANA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

6. JAMINAN Pelayanan diberikan secara tepat, cepat, lengkap
PELAYANAN dan bertanggung jawab

7. JAMINAN Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan
EEQ:\EALAAI\\II\?I‘ANT[XQN dapat dipertanggung jawabkan
PELAYANAN

8. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal.
2. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan

Masyarakat yang di lakukan per Semester.

2. Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Narasumber (Sekretariat)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

JENIS PELAYANAN

Layanan Penyediaan Narasumber

1. PERSYARATAN

Membawa/ mengirim surat permohonan
Menunjukkan Identitas Pengguna Layanan

Mengisi buku tamu

P w0 NP

Utusan dari Instansi/Lembaga yang jelas




2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi
ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur
Petugas layanan menerima surat

3. Petugas layanan mengidentifikasi isi surat
permohonan

4. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas
mendisposisikan surat permohonan kepada
Bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak

5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak melakukan verifikasi
(kesediaan data dan informasi yang diperlukan,
termasuk dikecualikan atau tidak)

6. Staff/ Petugas Bidang Perlindungan Perempuan
dan Perlindungan Khusus Anak memproses
surat permohonan

7. Pengguna layanan datang langsung ke Bidang
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
Khusus Anak, dengan membawa identitas diri

8. Pemohon menerima layanan yang diperlukan

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

1. Melalui surat permohonan, layanan diberikan 1
(satu) hari sejak surat permohonan diterima
Bidang  Perlindungan Perempuan  dan
Perlindungan Khusus Anak.

2. Datang langsung, 2 (dua) jam sejak permintaan
informasi disampaikan dan dinyatakan Data dan
Informasi  yang diminta  bukan yang

dikecualikan.

4. BIAYA/TARIF

Rp 0,- (tidak ada biaya).

5. PRODUK
PELAYANAN

Penyediaan Narasumber




6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

P LN PE

Datang Langsung;

Email : dkp3a@kaltimprov.go.id

Website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id
Telepon : (0541) 747481

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia No. 43
Tahun 2009 Tentang Kerasipan;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun
2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan
Informasi  Publik dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman
Layanan Informasi  Publik  Dilingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS

o~ w0 nhPE

Ruang Pelayanan Publik

Kursi Tamu dan Meja Pelayanan
Ruang Tunggu

Kotak penilaian kepuasan

Alat Tulis Kantor.
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3. KOMPETENSI
PELAKSANA

1. Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan
santun

2. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan secara
umum terkait penyediaan Narasumber yang

dibutuhkan oleh pemohon

4. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan secara berkala oleh

INTERNAL pengawas internal pelayanan publik

5. JUMLAH Tim sebagaimana tercantum dalam surat keputusan
PELAKSANA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

6. JAMINAN Pelayanan diberikan secara tepat, cepat, lengkap
PELAYANAN dan bertanggung jawab

7. JAMINAN Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan
KEAMANAN DAN dapat dipertanggung jawabkan
KESELAMATAN
PELAYANAN

8. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal.
2. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan

Masyarakat yang di lakukan per Semester.

3. Fasilitasi Pelayanan Penyusunan GAB dan GBS melalui Klik Sigen (Bidang KHP)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

JENIS PELAYANAN

Layanan Penyusunan Gender Analysis Pathway
(GAB) dan Gender Budget Statement (GBS) melalui
Klinik Sistem Informasi Gender (Klik Sigen)

1. PERSYARATAN

1. Surat Pendampingan Penyusunan GAB/GBS
dari OPD

2. Dokumen Perencanaan (Renja, DPA OPD, data
kegiatan/subkegiatan terkait)

3. Pedoman Penyusunan ARG dari KPPPA RI




2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

Menindaklanjuti surat OPD perihal penyusunan
GAB/GBS

Menerima kepastian tanggal pelaksanaan
pendampingan penyusunan GAB/GBS
Meminta dokumen perencanaan (Renja, DPA,
data kegiatan/sub kegiatan)

Melakukan komunikasi, pembahasan,
pendampingan dalam rangka penyusunan
GAB/GBS sekaligus melakukan penginputan
dalam aplikasi Klik Sigen

3. JANGKA WAKTU 1. Administrasi + 5 menit dan Pendampingan 120
PELAYANAN menit
4. BIAYA/TARIF Rp. 0,- (Tidak ada biaya)

5. PRODUK
PELAYANAN

Dokumen GAB/GBS OPD

Catatan hasil konsultasi

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

Menu Feedback pada aplikasi Klik Sigen
Email : bidangkhp@gmail.com

Whatsapp Group

Proses Pengelolaan Pel

ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000
Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengurusutamaan Gender di Daerah
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengawasan, Pelaksanaan dan Perencanaan
yang Responsif Gender Untuk Pemerintah

Daerah



mailto:bidangkhp@gmail.com

4. Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 5 Tahun
2024 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Prov. Kaltim Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah

5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 463/K.617/2022 Tentang Tim Pengelola
Klinik  Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender

2. SARANA DAN

1. Ruang layanan konsultasi beserta meja dan

PRASARANA, kursi
DAN/ATAU o
FASILITAS Perangkat komputer dengan aplikasi Klik Sigen
3. Dokumen pendukung (dokumen ARG, data
OPD)
. KOMPETENSI 1. Dapat berkosultasi dengan baik, ramah dan
PELAKSANA santun
2. Memiliki pengetahuan tentang penyusunan
GAB/GBS
3. Memiliki pengetahuan mengoperasikan
computer
4. Memiliki kemampuan penginputan pada aplikasi
. PENGAWASAN Pengawasan dilakukan secara Internal
INTERNAL 2. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh
Inspektorat Provinsi Kaltim
. JUMLAH Tim sebagaimana tercantum dalam Surat
PELAKSANA Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
. JAMINAN Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, transparan
PELAYANAN dan akuntabel
. JAMINAN Pelayanan dan penyajian data dapat
KEAMANAN DAN dipertanggungjawabkan serta keabsahan data nya
KESELAMATAN
PELAYANAN

. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal
2. Evaluasi dilakukan melalui survey kepuasan

masyarakat




4.

Fasilitasi Pelayanan PUSPAGA Ruhui Rahayu (Bidang PHA & KK)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

JENIS PELAYANAN

Layanan Konseling

1. PERSYARATAN 1. Berkas Identifikasi kebutuhan Klien
2. Formulir Layanan Konseling
3. Formulir Nota Pelimpahan Laporan Layanan
4. Dokumentasi dan Pencatatan Dokumentasi
2. SISTEM, 1. Petugas menerima klien dan mempelajari
MEKANISME, DAN berkas ldentifikasi Kebutuhan
PROSEDUR _ )
2. Petugas menerima klien dan melakukan proses
konseling
3. Petugas mengarahkan Klien kepada rencana
pelayanan selanjutnya
3.1. Klien melanjutkan Layanan Konseling pada
sesi konseling berikutnya
3.2. Klien melanjutkan pada layanan lain dalam
PUSPAGA
4. Rujukan diluar PUSPAGA
Petugas mengisi Formulir Layanan Konseling
Menyerahkan berkas  kepada  petugas
Dokumentasi Pencatatan
3. JANGKA WAKTU 1. Identifikasi Kebutuhan klien: 5 Menit
PELAYANAN 2. Layanan Konsultasi: 60 Menit
3. Layanan Lanjutan (jika dibutuhkan) : 10 Menit
4. Penyampaian Laporan kepada pimpinan
PUSPAGA : 15 Menit
5. Dokumentasi dan pencatatan akhir layanan

rujukan dari petugas ke pimpinan PUSPAGA: 15
Menit

4. BIAYA/TARIF

Rp 0,- (tidak ada biaya)




5. PRODUK

Formulir Laporan Layanan Konseling

PELAYANAN 2. Berkas Laporan Layanan dan Klien
Dokumentasi
6. PENANGANAN, 1. Datang Langsung;
PENGADUAN, 2. Email : dkp3a@kaltimprov.go.id
SARAN DAN L K alt ,
MASUKAN 3. Website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id
4. Telepon : (0541) 747481

Proses Pengelolaan Pel

ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1.

10.

Undang-undang Republik Indonesia No0.39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Republik Indonesia No0.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Republik Indonesia No.
23Tahun 2004  tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang No0.35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana,
dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang
pedoman inovasi pelayanan public

Pelayanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 08 tahun 2008 tentang organisasi dan
tata kerja dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Timur

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 15 tahun 2012 tentang layanan informasi



mailto:dkp3akaltim1@gmail.com
http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id/

11.

public di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 18 tahun 2013 tentang pedoman
layanan informasi public  dilingkungan

pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
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Gedung PUSPAGA harus responsif gender dan
ramah  anak,(layak fungsi dan tidak
membahayakan termasuk untuk ketentuan
aksesibilitas untuk yang berkebutuhan Khusus
Ruang Administrasi dan Ruang Konsultasi
Kursi Tamu

Meja Pelayanan

Ruang Tunggu

Kotak penilaian kepuasan

Alat Tulis Kantor

Ruangan berwarna putih

Sirkulasi udara baik dan sehat

. Pencahayaan cukup

. Memiliki jendela kaca

3. KOMPETENSI
PELAKSANA

Berlatar belakang profesi (Psikolog/Pekerjaan
Sosial Profesi/Bimbingan Konseling Profesi )
atau;

Berlatar belakang dengan strata Pendidikan
setingkat sarjana yang terkait dengan bidang
Pengasuhan , Pendidikan, keluarga ( sarjana
Pendidikan, sosial, Kesehatan, Hukum/yang
berkaitan ) yang terlatih

Telah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak,
kebijakan keselamatan Anak dalam
perlindungan anak dan berjiwa perduli anak dan
keluarga

Telah mengikuti pelatihan tentang pelayanan
konseling PUSPAGA




4. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan secara berkala dari Dinas

INTERNAL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur
5. JUMLAH Tim sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur
PELAKSANA tentang Susunan Tim PUSPAGA di Dinas
Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
6. JAMINAN Pelayanan diberikan sesuai dengan Norma,
PELAYANAN Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) / Maklumat
Pelayanan PUSPAGA
7. JAMINAN Berdasarkan Kode Etik penyelenggaraan Kebijakan
KEAMANAN DAN Keselamatan dan Perlindungan Anak serta memberi
KESELAMATAN o
PELAYANAN jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

8. EVALUASI KINERJA

PELAKSANA

1. Evaluasi dilakukan secara Periodik 6 (enam)
bulan / semester

2. Terintegrasi dalam Dokumen Evaluasi Program
Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga
dan dilanjutkan kepada Kementerian PPPA

setiap akhir tahun/program

Fasilitasi Pelayanan Penyediaan Data SIMFONI PPA (Bidang PP & PKA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

JENIS PELAYANAN

Penyediaan Data Sistem Informasi Online
Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI
PPA

1. PERSYARATAN

1. Pengguna layanan menyampaikan surat
permohonan tertulis, ditujukan ke Alamat :
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas, JI. Dewi

Sartika No. 13, Sungai Pinang Luar, Kec.




Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur 75242, atau

Hadir langsung di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (sesuai
allamat diatas), menunjukan identitas pribadi

dan mengisi buku tamu;

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

[ Pengguna 1 ( Kepala Dinas/ ]

Layanan [f * Sekretaris

Petugas L ( Kabid
memberika PPPKA
n informasi

Pengguna layanan menyampaikan surat resmi
ditujukan kepada Kepala Dinas/ Sekertaris
Dinas.

Kepala Dinas/ Sekertaris Dinas
mendisposisikan surat permohonan kepada
Bidang Perlindungan  Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak.

Kepala Bidang mendisposisikan/ menugaskan
pejabat/pegawai yang berkompeten untuk
memberikan informasi,

Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan
tugas memberikan informasi kepada pengguna
layanan (pemohon).

Pengguna layanan datang langsung dengan
menunjukkan identitas pribadi, untuk
mendapatkan informasi data SIMFONI PPA.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Melalui Surat Permohonan : menerima

jawaban 1 hari sejak surat permohonan




diterima oleh Bidang Perlindungan Perempuan
dan Perlindungan Khusus Anak
Datang langsung : 1 (satu) jam sejak

permintaan data disampaikan.

4. BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya.

5. PRODUK
PELAYANAN

Data Sistem Informasi Online Perlindungan
Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

1.

Pengaduan, saran dan masukan dapat
disampaikan secara tertulis melalui surat yang
ditujukan kepada : Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalimantan Timur

JI. Dewi Sartika No. 13, Sungai Pinang Luar,
Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75242.

Menyampaikan pengaduan, saran, dan
masukan langsung.

telepon : (0541) 747481.

Email : dkp3akaltiml@gmail.com

Website : www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Proses Pengelolaan Pel

ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 30 Tahun
2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan



mailto:dkp3akaltim1@gmail.com

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan
Informasi  Publik dilingkungan Pemerinah
Provinsi Kalimantan Timur;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman

Publik

Pemerinah Provinsi Kalimantan Timur;

Layanan Informasi dilingkungan

2. SARANA DAN 1. Ruang Tunggu
PRASARANA, 2. Mesin Fotocopy
DAN/ATAU . .
FASILITAS 3. Akses internet wifi
4. Komputer
. KOMPETENSI 1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang
PELAKSANA PPPKA dan memiliki kemampuan terhadap
teknologi;

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola
data dan informasi SDM yang telah dilatih untuk
menyampaikan informasi secara lengkap,
terbuka, bertanggungjawab, serta santun
kepada pihak yang memerlukan.

. PENGAWASAN Pengawasan dilakukan secara berkala oleh
INTERNAL pengawas internal pelayanan publik.

. JUMLAH 2 (dua) orang.
PELAKSANA

. JAMINAN Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
PELAYANAN dan dapat dipertanggungjawabkan.

. JAMINAN Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN

. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

1. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal.
2. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan

Masyarakat yang dilakukan per Semester.




6.

Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Pengaduan Masyarakat

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal
1.1. Pengaduan Langsung
1.1.1. Fotokopi KK, KTP, AKTA
KELAHIRAN
1.1.2. Apabila Pelapor sudah mendapatkan
pelayanan awal dari instansi/
lembaga lain maka dipersyaratkan

membawa Surat
Pengantar/Rujukan.
1.2. Pengaduan Tidak Langsung (melalui
Hotline)

Foto KK, KTP, AKTA KELAHIRAN yang
dikirim melalui WA atau Email.
2. Persyaratan Tambahan

Persyaratan tambahan merupakan dokumen

yang harus dilengkapi oleh pelapor/ Klien,

sesuai dengan jenis kasus yang diadukan ke

UPTD PPA, yaitu :

2.1. Kasus Pidana, dokumen yang dilengkapi :
2.1.1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan

Laporan (STPL)/ Laporan Polisi (LP)/
Surat Pengaduan ke Kepolisian;
2.1.2. Surat Permohonan Pendampingan.

2.2. Kasus permasalahan rumah tangga,

dokumen yang perlu dilengkapi :

2.2.1. Fotokopi akta nikah;

2.2.2. Fotokopi akta cerai;

2.2.3. Putusan Pengadilan Agama (jika
diperlukan).

2.3. Kasus klien yang membutuhkan
perlindungan sementara di Rumah
Perlindungan, dokumen harus dilengkapi :
2.3.1. Surat permohonan perlindungan

sementara dari pelapor/  klien
(Informed Consent). Jika anak, maka
surat permohonan dibuat oleh orang
tua/ wali/ pelapor/ instansi lain;




2.3.2. Surat pernyataan kesediaan
mematuhi tata tertib penghuni
Rumah Perlindungan UPTD PPA.

3. Persyaratan Akhir

Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir

yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada

saat kasusnya telah selesai ditangani oleh

UPTD PPA, yaitu :

3.1. Surat Pernyataan tidak lagi membutuhkan
layanan;

3.2. Surat pernyataan keluar dari Rumah
Perlindungan UPTD PPA;

3.3. Surat  pernyataan = mencabut/menutup
pengaduan kasus;

3.4. Berita Acara Penutupan/Terminasi Kasus
oleh UPTD PPA.

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Mendatangi kantor UPTD PPA Provinsi
Kalimantan Timur dan atau menghubungi
hotline UPTD PPA

2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan
kepada Kepala UPTD PPA/Kasi Pengaduan.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tindakan Awal : 30 menit
Tindakan Lanjutan: tentatif (tergantung dengan
kondisi Pelapor / peran stakeholder)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Pengaduan Masyarakat

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. .
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pel

ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang;




10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerabh;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Provinsi Kalimantan Timur.

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
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Halaman parkir;

Ruang penerimaan tamu;

Ruang konseling;

Ruang kantor;

Ruang rapat;

Ruang laktasi & ruang bermain anak;
Dapur;

Toilet;




9. Komputer, Printer, Handphone, Lemari Arsip,
AC, Telepon, Jaringan Internet, Kotak Saran,
ATK, Jam.

3. KOMPETENSI
PELAKSANA

Dapat berkomunikasi dengan baik;

2. Memiki rasa empati, ketelitian, cekatan,
kesabaran, keramahan, dan integritas yang
tinggi;

3. Dapat menggunakan komputer dan alat

komunikasi lainnya.

4. PENGAWASAN

1. Kepala UPTD PPA,;

INTERNAL 2. Pejabat Struktural UPTD PPA.

5. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim
PELAKSANA

6. JAMINAN Perlindungan terhadap kerahasiaan data, identitas
PELAYANAN dan kasus pelapor/ klien

7. JAMINAN 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
KEAMANAN DAN dan dapat dipertanggungjawabkan;
KESELAMATAN )
PELAYANAN 2. Pelapor/ Kklien selalu dalam pengawasan

selama proses pendampingan.

8. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

Evaluasi Internal yang dilakukan per kasus, per
bulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan.

7. Fasilitasi Pelayanan Penjangkauan Korban (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Penjangkauan Korban

1. PERSYARATAN

Mempergunakan persyaratan yang telah diberikan

saat proses pengaduan.




2. SISTEM,

MEKANISME, DAN

PROSEDUR

Menghubungi hotline di nomor telepon;

2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan
kepada Kepala UPTD PPA;

3. Penunjukan Tim Penjangkauan dari kepala
UPTD. PPA dan berkoordinasi dengan
instansi/lembaga terkait;

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tindakan Awal : 1 jam (assement awal)
Tindakan Lanjutan : tentatif (tergantung dengan
kondisi pelapor/ klien)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Penjangkauan klien

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. .
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pel

ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;




8.

10.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 4 tahun 2018
Pembentukan Unit

tentang Pedoman

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Provinsi Kalimantan Timur.

PELAYANAN

. SARANA DAN 1. Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak
PRASARANA, (MOLIN):
E:ls\lllgiﬁg 2. Motor Perlindungan Perempuan dan Anak
(TORLIN);
3. Alat Komunikasi.
. KOMPETENSI 1. Memiliki sertifikat profesi sesuai dengan jenis
PELAKSANA pendampingan;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, prinsip
umum dan kode etik profesi;
3. Menmiliki sikap bertanggungjawab dan empati.
. PENGAWASAN 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;
INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
PELAKSANA
. JAMINAN Perlindungan terhadap kerahasiaan data, identitas
PELAYANAN dan kasus pelapor/ klien.
. JAMINAN 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
EEQ:\EALAAI\\II\?‘I‘ANT[XQN dan dapat dipertanggungjawabkan;




2. Pelapor/ klien selalu dalam pengawasan

selama proses pendampingan.

8. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

Evaluasi Internal yang dilakukan per kasus, per
bulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan

8. Fasilitasi Pelayanan Pendampingan Korban (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Pendampingan Korban

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal

1.1. KK, KTP, AKTA KELAHIRAN;

1.2. Apabila pelapor sudah mendapatkan
pelayanan awal dari instansi/ lembaga lain
maka dipersyaratkan membawa surat
pengantar.

2. Persyaratan Tambahan

Data menyusul jika dalam keadaan mendesak

2.1. Kasus pidana, dokumen yang dilengkapi :
2.1.1.Fotokopi Surat Tanda Penerimaan

Laporan (STPL)/ Laporan Polisi (LP)/
Surat Pengaduan ke Kepolisian;
2.1.2.Surat Rujukan/Keterangan Ahli..

2.2. Kasus permasalahan rumah tangga,
dokumen yang perlu dilengkapi :
2.2.1.Fotokopi akta nikah atau akta cerai;
2.2.2.Putusan Pengadilan Agama (jika

diperlukan).

2.3. Kasus klien membutuhkan perlindungan

sementara, dokumen yang perlu dilengkapi




2.3.1.Mengisi formulir surat pernyataan
permohonan perlindungan;
2.3.2.Mengisi formulir pernyataan
kesediaan mematuhi tata tertib
penghuni  Rumah  Perlindungan
Perempuan dan Anak.
3. Persyaratan Akhir
Dokumen terakhir yang harus diisi oleh pelapor/
klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani
oleh UPTD. PPA, yaitu :

3.1. Surat Pernyataan tidak lagi membutuhkan
layanan;

3.2. Surat pernyataan keluar dari Rumah
Perlindungan UPTD PPA;

3.3. Surat  pernyataan = mencabut/menutup
pengaduan kasus;

3.4. Berita Acara Penutupan/Terminasi Kasus

oleh UPTD PPA.

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Pelapor datang langsung atau menghubungi
Hotline UPTD PPA;

2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan
kepada kepala UPTD PPA;

3. Penunjukan tim pendamping oleh Kepala
UPTD. PPA;

4. Proses pendampingan.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

1. Tindakan awal meliputi Pengelolaan, Identifikasi
Kasus dan rencana intervensi : 1 jam
2. Tindakan lanjutan : tentatif (tergantung dengan

kondisi pelapor/ peran stakeholder.

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Pendampingan Korban (Pendampingan Medis,
Psikologis dan/atau  Pendampingan  Hukum

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. .
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121




SARAN DAN
MASUKAN

Proses Pengelolaan Pel

ayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

37 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis




Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Provinsi Kalimantan Timur.

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS

Ruang Penerimaan tamu;

Ruang Konsultasi;

Ruang Laktasi & Ruang Bermain anak;
Ruang Mediasi;

Mobil Perlindungan;

Motor Perlindungan;

N o o bk~ wDd e

Rumah Perlindungan.

3. KOMPETENSI
PELAKSANA

1. SDM memiliki sikap hangat, empati, jujur,
menghargai, dapat dipercaya dan tunduk
terhadap kode etik profesi;

2. SDM memiliki kompetensi yang baik sesuai

dengan bidangnya.

4. PENGAWASAN

1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;

INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.

5. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
PELAKSANA

6. JAMINAN Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien
PELAYANAN tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan

ras.

7. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
KEAMANAN DAN dijamin serta mendapat perlindungan dan
KESELAMATAN _
PELAYANAN pengawasan selama proses pendampingan.

8. EVALUASI KINERJA
PELAKSANA

Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per
triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan.




9.

Fasilitasi Pelayanan Mediasi (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT

DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Pelayanan Mediasi

1. PERSYARATAN

Mempergunakan persyaratan yang telah diberikan

saat proses pengaduan.

2. SISTEM,

MEKANISME, DAN

PROSEDUR

1. Memanggil para pihak dan unsur terkait;

2. Mempertemukan kedua belah pihak yang
berkonflik agar memperoleh kesepatakan

didampingi oleh mediator;

3. Mediator membuat Berita Acara Proses Mediasi.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/ peran
stakeholder).

Tindakan meliputi : Mediator memperkenalkan diri
dan para pihak, penjelasan mengenai proses
mediasi, merumuskan masalah, mengungkapkan
kepentingan para pihak, memberikan wawasan
terkait penyelesaian konflik, melakukan proses tawar
menawar untuk mencapai titik temu, mencapai

kesepakatan formal.

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Mediasi

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerabh;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Standar Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur.

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS
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Halaman Parkir;

Ruang Penerimaan tamu;

Ruang rapat;

Ruang laktasi & ruang bermain anak;
Toilet;

Alat Tulis Kantor;

Komputer, Printer, Telepon, Internet.




3. KOMPETENSI
PELAKSANA

1. SDM memiliki kompetensi dalam melakukan
proses mediasi;

2. SDM Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan
kode etik profesi;

3. SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,

keramahan dan integritas yang tinggi.

4. PENGAWASAN

1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;

INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.

5. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
PELAKSANA

6. JAMINAN Perlindungan terhadap kerahasiaan data, identitas
PELAYANAN dan kasus pelapor/ klien serta dilakukan secara

sistematis dan prosedural.

7. JAMINAN Informasi dan proses mediasi yang diberikan dijamin
KEAMANAN DAN keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
KESELAMATAN
PELAYANAN

8. EVALUASI Evaluasi Internal yang dilakukan per kasus, per bulan,
KINERJA per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan
PELAKSANA

untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja

pelayanan

10. Fasilitasi Pelayanan Rumah Perlindungan (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Rumah Perlindungan

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal
1.1. Surat permohonan perlindungan sementara
di Rumah Perlindungan dari pelapor/ klien.
Jika klien anak, maka surat permohonan
dibuat oleh orang tua/ wali/ pelapor/ instansi

lain;




1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata
tertib penghuni Rumah Perlindungan UPTD
PPA.

2. Persyaratan Akhir

Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir

yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada

saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD

PPA, yaitu : Surat pernyataan keluar dari Rumah

Perlindungan UPTD PPA.

2. SISTEM,

MEKANISME, DAN

PROSEDUR

Klien perlu mendapat tempat penampungan
sementara di  Rumah Perlindungan dinilai
berdasarkan hasil pengelolaan kasus;

Klien dijemput dan diantar ke Rumah Perlindungan.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/
stakeholder)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Penampungan sementara

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual,




Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan  Perlindungan
Perempuan dan Anak;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi
Kalimantan Timur.
2. SARANA DAN 1. Halaman Parkir;
PRASARANA, 2. Ruang Penerimaan tamu;
DAN/ATAU .
FASILITAS 3. Kamar tidur;
4. Toilet;
5. Dapur,;
6. Laundry
7. Air, listrik dan peralatan rumah tangga, bahan
pokok, pakaian, perlengkapan ibadah.
3. KOMPETENSI SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
PELAKSANA keramahan dan integritas yang tinggi.
4. PENGAWASAN 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;
INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
5. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.

PELAKSANA




6. JAMINAN Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien
PELAYANAN tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan

ras.

7. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
KEAMANAN DAN dijamin  serta mendapat perlindungan dan
KESELAMATAN
PELAYANAN pengawasan selama  proses  penampungan

sementara.

8. EVALUASI Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per
KINERJA triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
PELAKSANA i . .

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu
serta kinerja pelayanan.

11. Fasilitasi Layanan kesehatan (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Fasilitasi Kesehatan

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal
1.1. Surat permohonan layanan kesehatan
berupa rujukan bagi klien korban kekerasaan
bagi perempuan dan anak.
1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata
tertib dan aturan selama perawatan.
2. Persyaratan Akhir
Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir
yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada
saat dalam perawatan di Rumah Sakit baik

berupa rawat inap maupun rawat jalan.

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Klien perlu mendapat rawatan inap maupuan
rawat jalan mengingat penyakit yang dideritanya
berdasarkan hasil rekomendasi medis akibat
tindak kekerasaan dinilai berdasarkan hasil
pengelolaan kasus;

2. Kilien dijemput dan diantar ke Rumah Sakit




3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/

stakeholder)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Pelayanan Kesehatan

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022




tentang  Standar Layanan  Perlindungan
Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur.

2. SARANA DAN 1. Halaman Parkir;

PRASARANA, 2. Ruang Penerimaan tamu;

DAN/ATAU . .

FASILITAS 3. Mobil Perlindungan
4. Kamar tidur;
5. Toilet;
6. Dapur;
7. Laundry
8. Air, listrik dan peralatan rumah tangga, bahan

pokok, pakaian, perlengkapan ibadabh.

. KOMPETENSI SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
PELAKSANA keramahan dan integritas yang tinggi.

. PENGAWASAN 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;

INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.

. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
PELAKSANA

. JAMINAN Memberikan fasilitasi layanan kesehetan bagi korban
PELAYANAN kekerasaan perempuan dan anak bagi klien tanpa

membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.

. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
KEAMANAN DAN dijamin  serta mendapat perlindungan dan
KESELAMATAN
PELAYANAN pengawasan selama proses perawatan kesehatan.

. EVALUASI Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per
KINERJA triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
PELAKSANA

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan.




12. Fasilitasi Layanan Psikologi (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Layanan Psikologi

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal

1.1. Surat permohonan layanan psikologi bagi
korban kekerasaan dari pelapor/ klien. Jika
klien anak, maka surat permohonan berasal
dari pengelolaan kasus/ orang tua/ wali/
pelapor/ rujukan instansi lain;

1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata
tertib selama layanan psikologi bagi korban
kekerasaan

2. Persyaratan Akhir

Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir

(setelah HPP) dikeluarkan oleh psikolog Klinis

maka pemantauan evaluasi bagi klien dilakukan

paling tidak 3 x bagi klien. Klien harus melengkapi
data administrasi oleh pelapor/ klien pada saat
kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD

PPA.

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Klien perlu mendapatkan layanan psikologi
secara kontinyu berdasarkan rekam medis atau
trauma yang dialaminya dinilai berdasarkan hasil
pengelolaan kasus;

atau datang ke UPTD PPA

Prov.Kaltim  untuk

2. Klien dijemput
mendapatkan  layanan
psikologi berdasarkan hasil rekam medis atau

hasil assesmen yang dilakukan terhadap klien.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/

stakeholder)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)




5. PRODUK
PELAYANAN

Layanan Psikologi / Hasil Pemeriksaan Psikologi
(HPP)

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1.

10.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerabh;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan  Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan




Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur.

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS

Halaman Parkir;

Ruang Penerimaan tamu;
Ruang Konseling;

Kursi Penenang Klien;
Alat Tes Psikologi;

Alat Peraga,;

Alat Permainan Anak

Buku Bacaan Anak;
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Mobil Perlindungan;
. Toilet;

. Air, listrik dan peralatan rumah tangga, bahan

=
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pokok, pakaian, perlengkapan ibadah.

3. KOMPETENSI
PELAKSANA

SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,

keramahan dan integritas yang tinggi.

4. PENGAWASAN

1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;

INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA:;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.

5. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim (Psikolog,
PELAKSANA Psikolog Klinis, Psikolog Forensik)

6. JAMINAN Memberikan layanan Psikologis bagi klien klien tanpa
PELAYANAN membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras.

7. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
KEAMANAN DAN dijamin  serta mendapat perlindungan dan
KESELAMATAN
PELAYANAN pengawasan selama  proses  penampungan

sementara.

8. EVALUASI Evaluasi internal yang dilakukan per klien, per
KINERJA triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
PELAKSANA

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan.




13. Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan sosial, Reintergrasi sosial
(UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT . | Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

DAERAH Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN . | Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan

Reintegrasi Sosial

1. PERSYARATAN : | 1. Persyaratan Awal

1.1. Kasus yang sudah mendapatkan
penanganan UPTD PPA

2. Persyaratan Akhir
Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir
yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada
saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD
PPA, yaitu : Surat Rujukan ke Instansi/Lembaga
Terkait.

2. SISTEM, .| 1. Klien yang telah mendapatkan penanganan
MEKANISME, DAN UPTD PPA Prov. Kaltim maupun

PROSEDUR . .
Lembaga/lnstansi Terkait.
2. Berdasarkan hasil asesment Klien dapat kembali
ke Keluarga dan Masyarakat.
3. JANGKA WAKTU . | Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/
PELAYANAN stakeholder)
4. BIAYA/TARIF : | Rp. 0,- (gratis)
5. PRODUK . | Rehabilitasi Sosial
PELAYANAN
6. PENANGANAN, : | JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
PENGADUAN, Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
SARAN DAN _ _
MASUKAN Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM : | 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;




10.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur.

2. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS

1.
2.
3.

Halaman Parkir;
Ruang Penerimaan tamu;

Mobil Perlindungan.

3. KOMPETENSI
PELAKSANA

SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,

keramahan dan integritas yang tinggi.




4. PENGAWASAN 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;
INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;

3. Pejabat Struktural UPTD PPA.

5. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim
PELAKSANA

6. JAMINAN Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien
PELAYANAN tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan

ras.

7. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
KEAMANAN DAN dijamin  serta mendapat perlindungan dan
KESELAMATAN
PELAYANAN pengawasan selama  proses  penampungan

sementara.

8. EVALUASI Evaluasi Internal yang dilakukan per Kklien, per
KINERJA triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
PELAKSANA _ _ _

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu
serta kinerja pelayanan.

14. Fasilitasi layanan pendampingan hukum (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Layanan pendampingan Hukum

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal
1.1. Surat Rujukan dari Lembaga/Instansi lain.
1.2. Hasil pengelolaan kasus terkait kebutuhan
layanan  pendampingan  hukum  bagi
Perempuan dan Anak korban kekerasan;
1.3. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata
tertib saat dilakukan pendampingan hukum.
2. Persyaratan Akhir
Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir
yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada
saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD

PPA, yaitu : data BAP di penyidik, data visum




setelah mendapatkan hasil visum dari RS, data

panggilan pemeriksaan dari penyidik.

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Klien perlu mendapatkan pendampingan hukum
saat dilakukan BAP oleh penyidik, melakukan
pendampingan hukum saat harus proses
beracara di pengadilan;

2. Klien dijemput dan diantar ke Kepolisian dan

Pengadilan.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/

stakeholder)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Layanan Pendampingan Hukum

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;




7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerabh;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Standar Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur.

KEAMANAN DAN

. SARANA DAN Ruang Penerimaan tamu;
PRASARANA, Mobil Perlindungan;
DAN/ATAU o
FASILITAS 3. Alat Komunikasi.
. KOMPETENSI 1. Pejabat DP3A/UPTD PPA Prov. Kaltim;
PELAKSANA 2. Pejabat dari stakeholder/Instansi lainnya;
3. Pejabat di lingkungan PEMDA setempat:
4. Tokoh Masyarakat.
. PENGAWASAN 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;
INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
PELAKSANA
. JAMINAN Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien
PELAYANAN tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan
ras.
. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien

dijamin  serta mendapat perlindungan dan




KESELAMATAN pengawasan selama  proses  penampungan
PELAYANAN sementara.

8. EVALUASI Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per
KINERJA triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
PELAKSANA

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan.

15. Fasilitasi Pelayanan Penyandang Disabilitas (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Pelayanan Penyandang Disabilitas

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal
1.1. Surat permohonan layanan penyandang
disabilitas bagi korban kekerasaan dari
pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat
permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/
pelapor/ instansi lain;

1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata
tertib saat penanganan layanan bagi

penyandang disabilitas .

2. Persyaratan Akhir
Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir
yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien pada
saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD
PPA, yaitu : Surat pernyataan dan BAP setelah

dilakukan assemen bagi klien.

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Klien perlu mendapat faslitasi pendampingan
layanan hukum dan psikologis bagi korban
penyandang disabilitas. dinilai berdasarkan hasil
pengelolaan kasus;

2. Klien dijemput atau diantar ke UPTD PPA Prov.

Kaltim




3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/

stakeholder)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Pendampingan hukum dan Psikologis bagi

penyandang disabilitas

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022




tentang  Standar Layanan  Perlindungan
Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur.

. SARANA DAN 1. Halaman Parkir;
PRASARANA, 2. Ruang Penerimaan tamu;
DAN/ATAU . . .
FASILITAS 3. Mobil Perlindungan;

4. Kursi Roda;
5. Alat Bantu Dengar.

. KOMPETENSI 1. SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
PELAKSANA keramahan dan integritas yang tinggi;

2. SDM memiliki kemampuan Bahasa Isyarat.

. PENGAWASAN 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;

INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.

. JUMLAH Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim.
PELAKSANA

. JAMINAN Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien
PELAYANAN tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan

ras.

. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
KEAMANAN DAN dijamin  serta mendapat perlindungan dan
KESELAMATAN
PELAYANAN pengawasan selama  proses  penampungan

sementara.

. EVALUASI Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per
KINERJA triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
PELAKSANA

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan.




16. Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas Pemenuhan Hak Korban dengan
Lembaga lainnya (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN

Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas
Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya.

1. PERSYARATAN

1. Persyaratan Awal

1.1. Surat permohonan layanan hak korban dengan
lembaga lainnya bagi korban kekerasaan dari
pelapor/ klien. Jika klien anak, maka surat
permohonan dibuat oleh orang tua/ wali/

pelapor/ instansi lain;

1.2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata
tertib saat penanganan layanan pemenuhan

hak korban dengan lembaga lainnya.
2. Persyaratan Akhir

2.1. Persyaratan akhir merupakan dokumen
terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor/ klien
pada saat kasushya telah selesai ditangani oleh
UPTD PPA, yaitu : Surat pernyataan dan bab

setelah dilakukan assemen bagi klien.

2. SISTEM,
MEKANISME, DAN
PROSEDUR

1. Klien perlu mendapat faslitasi pendampingan
layanan pemenuhan hak korban dengan lembaga
lainnya. dinilai berdasarkan hasil pengelolaan
kasus;

2. Kilien dijemput atau datang sendiri ke UPTD PPA
Prov.Kaltim;

3. Klien dibuatkan surat rujukan untuk pemenuhan
hak untuk;




4. Pendidikan ke diknas, pemenuhan hak untuk
visum setelah ada surat dari kepolisian untuk
visum, klien berhak untuk mendapatkan rujukan
penampungan ke rumah panti dinas sosial
setelah 14 hari di rumah singgah UPTD PPA
selama proses persidangan, dan lainnya

tergantung kebutuhan dan hak dari klien.

3. JANGKA WAKTU
PELAYANAN

Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/
stakeholder)

4. BIAYA/TARIF

Rp. 0,- (gratis)

5. PRODUK
PELAYANAN

Pendampingan pelayanan pemenuhan hak korban

dengan lembaga lainnya

6. PENANGANAN,
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.
Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;




8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan  Perlindungan
Perempuan dan Anak;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur.

. SARANA DAN
PRASARANA, 1. Kendaraan Roda 4 atau 2
DAN/ATAU 2. Telepon/ WA
FASILITAS 3. Surat Rujukan/Keterangan Ahli

. KOMPETENSI
PELAKSANA 1. Kepala UPTD PPA/Pejabat Struktural UPTD PPA

2. Pendamping Kasus Terkait
3. SDM menmiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
dan integritas yang tinggi

. PENGAWASAN 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;

INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.

. JUMLAH 1. Tim Pelayanan UPTD PPA Prov. Kaltim;
PELAKSANA 2. DP3A Prov. Kaltim;

3. OPDl/Instansi/Lembaga terkait lainnya.

. JAMINAN Memberikan perlindungan dan keamanan bagi klien
PELAYANAN tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan

ras.

. JAMINAN Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien
KEAMANAN DAN dijamin  serta mendapat perlindungan dan
KESELAMATAN
PELAYANAN pengawasan selama  proses  penampungan

sementara.




8. EVALUASI : | Evaluasi Internal yang dilakukan per klien, per
KINERJA

triwulan, per tahun untuk selanjutnya dilakukan
PELAKSANA

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu

serta kinerja pelayanan.

17. Fasilitasi Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi (UPTD PPA)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT . | Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
DAERAH Perempuan dan Anak

JENIS PELAYANAN . | Pemberdayaan Ekonomi

7. PERSYARATAN . | Persyaratan Awal

1.3. Hasil rujukan kasus Lembaga/Instansi
lainnya;

1.4. Hasil penanganan kasus UPTD PPA Prov.
Kaltim;;

1.5. Surat pernyataan kesediaan mematuhi

ketentuan yang berlaku.

8. SISTEM, . | Klien perlu mendapat faslitasi pemberdayaaan
MEKANISME, DAN ekonomi bagi korban kekerasaan. dinilai
PROSEDUR _

berdasarkan hasil pengelolaan kasus;

9. JANGKA WAKTU . | Tentatif (tergantung dengan kondisi pelapor/
PELAYANAN stakeholder)

10. BIAYA/TARIF . | Rp. 0,- (gratis)

11. PRODUK : | Pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasaan
PELAYANAN

12. PENANGANAN, : | JI Dewi Sartika No. 13 Gedung lll, Kelurahan Sei.
PENGADUAN, Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.

SARAN DAN ) _
MASUKAN Hotline UPTD PPA : 0811 5833 121

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

9. DASAR HUKUM : | 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga;




10.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 tahun 2018
tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Rl Nomor 2 Tahun 2022
tentang Standar Layanan  Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi

Kalimantan Timur..

10. SARANA DAN
PRASARANA,
DAN/ATAU
FASILITAS

1.

Kendaraan

2. Alat Komunikasi
3. Alat Tulis

11. KOMPETENSI
PELAKSANA

Pejabat pengambil kebijakan atau pendamping PPA




12. PENGAWASA 1. Kepala DP3A Prov. Kaltim;
N INTERNAL 2. Kepala UPTD PPA;
3. Pejabat Struktural UPTD PPA.
13. JUMLAH 1. Tim UPTD PPA, Dinas P3A, OPD Prov. Kaltim;
PELAKSANA 2.

Lembaga instansi terkait lainnya.

14. JAMINAN
PELAYANAN

Memberikan kesejahteraan dan masa depan terbaik

bagi penerima manfaat.

15. JAMINAN
KEAMANAN DAN
KESELAMATAN
PELAYANAN

Kerahasiaan data, identitas dan kasus pelapor/ klien.

16. EVALUASI
KINERJA
PELAKSANA

Evaluasi Internal yang dilakukan Klien, per triwulan,
per tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja

pelayanan.




